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Akta Jual-Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT termasuk sebagai akta otentik. 
Akta Jual-Beli PPAT dapat disangkal kebenarannya apabila pihak yang 
menyangkalnya dapat membuktikan kesalahan pada isi Akta Jual-Beli 
PPAT tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana 
pengaturan hukum  notaris dalam menerbitkan jual beli yang cacat hukum, 
bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris menerbitkan akta jual beli 
yang cacat hukum, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 3507 K/Pdt/2023. 
 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang 
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan 
permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data 
sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan analisis data yang 
digunakan adalah data kualitatif. 
 
Pengaturan hukum terkait notaris dalam pembuatan akta jual beli yang 
cacat hukum bertujuan untuk menjaga keabsahan transaksi dan melindungi 
kepentingan para pihakNotaris bertanggung jawab terhadap akta yang 
dibuatnya, termasuk akta yang cacat hukum. Notaris dapat dikenakan 
sanksi hukum (pidana atau perdata) jika terbukti melakukan kesalahan 
dalam pembuatan akta.  Ganti rugi dapat dituntut kepada notaris jika akta 
yang cacat hukum menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim 
dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3507 K/Pdt/2023 adalah 
pembuatan AJB tidak dibuat di Kantor Notaris dan Notarisnya tidak hadir 
dalam pembuatan AJB tersebut dan terhadap AJB tersebut penggugat juga 
tidak ada membayar pajak penjual dan pajak pembeli dengan sehingga 
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Para Tergugat adalah cacat hukum 
sehingga akte jual beli tersebut batal demi hukum 

  
Kata Kunci: Melawan Hukum, Akta Jual Beli, Cacat Hukum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


